Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara perdata
pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam
perkara antara:

Partinem, bertempat tinggal di RT:03/RW:01 Dusun Sugihan, Desa
Mlorah, Kec. Rejoso dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Y. Bambang Budi Poernomo Sandy Satria Putra,
S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Panglima Sudirman
No. 128, Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk,
Kabupaten Nganjuk berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 30 Maret 2020, sebagai Penggugat

Lawan

Djaminoto,bertempat tinggal di Rt.03 Rw.01 Dusun Sugihan, Desa
Mlorah, Kec.Rejoso dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Adi Wibowo, S.H.. S.Sos. M.Si., Advokat yang
berkantor di Jin. Trunojoyo No. 35 A Nganjuk. berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 30 April 2020, sebagai
Tergugat |

Parjo, bertempat tinggal di Rt.03 Rw.01 Dusun Sugihan, Desa Mlorah,
Kec.Rejoso dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi
Wibowo, S.H.. S.Sos. M.Si., Advokat yang berkantor di Jin.
Trunojoyo No. 35 A Nganjuk. berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 21 April 2020, sebagai Tergugat Il

Sukiman, bertempat tinggal di Rt.01 Rw.02 Dusun Sugihan, Desa
Mlorah, Kec.Rejoso dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Adi Wibowo, S.H.. S.Sos. M.Si., Advokat yang
berkantor di Jin. Trunojoyo No. 35 A Nganjuk. berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 21 April 2020, sebagai
Tergugat Il

Samingan,bertempat tinggal di Rt.01 Rw.01 Dusun Ngasem, Desa
Sumberejo, Kec. Gondang dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Adi Wibowo, S.H.. S.Sos. M.Si.,, Advokat yang
berkantor di Jin. Trunojoyo No. 35 A Nganjuk. berdasarkan
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surat kuasa khusus tanggal 21 April 2020, sebagai
Tergugat IV

Suparmi Atau Rantiyem, bertempat tinggal di Desa Sudimoro,
Kecamatan Kebomas Kab. Gresik dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Adi Wibowo, S.H.. S.Sos. M.Si., Advokat
yang berkantor di Jin. Trunojoyo No. 35 A Nganjuk.
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2020,
sebagai Turut Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat hadir kuasanya tersebut di
persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam persidangan tanggal 25
Juni April 2020 telah menyatakan secara lisan mencabut kembali gugatannya
dalam perkara aquo dikarenakan pihak Tergugat | (Djaminoto) telah meninggal
dunia;

Menimbang, bahwa pencabutan surat gugatan telah dinyatakan oleh
Kuasa Penggugat sebelum Para Tergugat dan Turut Tergugat memberikan
jawabannya, yang senyatanya kepentingan Para Tergugat dan Turut Tergugat
belum terserang / tersentuh, maka pencabutan gugatan dimaksud tidak perlu
mendapatkan persetujuan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat, dengan
demikian permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan
diajukan oleh Kuasa Penggugat, maka seluruh biaya yang timbul sampai saat
ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara
perkara Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Njk ;

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mencoret
perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Njk dari buku register yang

diperuntukkan untuk itu;
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3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. .881.000,00- ( delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020, oleh kami :
Pronggo Joyonegara, S.H. selaku Hakim Ketua, Ageng Priambodo
Pamungkas, S.H., M.H. dan Andris Henda Goutama, S.H., M.H. masing-masing
selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Njk tanggal 06 April
2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim
Anggota tersebut, Suprapto Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa

Para Tergugat/Turut Tergugat;.

Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua

Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.  Pronggo Joyonegara, S.H.

Andris Henda Goutama, S.H.
Panitera Pengganti

Suprapto

Perincian Biaya :
1. Biaya Pendaftaran ' Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan :Rp  715.000,-
4. Biaya PNBP : Rp. 60.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 6.000,-
7. PNBP surat permohonan pencabutan perkara : Rp. 10.000,-

Jumlah :Rp 881.000,-

(delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
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